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PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANGNOMOR if TAHUN 20 MM

TENTANGPELIMPAHAN SEBAGIAN TUDAS DAN WEWENANGBUPATI KEPADA WAKIL BUPATI
BISMILLAHIBRAHMANIRRAHIM

PENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengitgal

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

oehwa dalam rangka cfekhfitas penyelenggaraan urusanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pertumelimpahkan sebagian tugas dan wewenang Bupati AcehTaryang kenedu Wakil Bupati:
. bahwa berdasarkan pertirabargan seboegaimana dimaksuddalam huraf a, perlu mengiapkan Peraturan Bupatitentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Wewenang Bupatikepada Wakil Burati:

b.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangFembenhtkan Kabupaten Aceh Barat Days, KabupalenLiayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupsisn Nagan Rayadan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nangeroc Acehharussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20432 Nomor IT, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndgnesia Momor 4 176k
Undang-Undang Nomer 3f Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Lembaran Negara RepublikIndopesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indoncsia Namor 4437) sebapainana telahdiubah ustuk kedunkalinya dengan Undang. UndangNomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Yahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranMepara Republik Indonesia Nomor 4844,
Undang-Undang Momer 11 Tahim 20065 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negaru Republik IndonesiaTahun 2006 Nanor 28, Tambahan Lembaran Ncgarasena blik Indonesia Mumor 4533):

. Undane-Undaneg Manar 127 Tahun 2011 tentang
4.

Pembentukan Perealuraa Perundang- Undangan (LembaranSegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer #3,Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor3254 0—A
4



n Beralyan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 kentangLrganisaai Perangkal Dacrah fLembaran Negara Reputliknidomcesta Tahun 2007 Namor S9, Tambahan LembaranKepara Republik Indonesia Nomor AFA1j:

-
m Peraruran Menterf Dalam Mcpe Nomor S4 Tahun 20605mang Peduryani Talk Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Daerah:

gataran Monleri Dalam Neperi Namor 1 Tahun A4Uetang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Beritmdepara Republik Indonesia Tahun 2011 Kamar 694p:

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIANTUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAkIL BUPATI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Datam Peratara Hunaii jai yang ditnaksud dengan :t.

2

ag.

(ut

Kabupaten adlah Kabupaten Aceh Tamiang:
Pererintah Cacrah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahkubupatem adalah unsur powrlenggara pemerintahan kabupaten yangterdiri Mas Bujsati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang,
Hurpati adalah Bupati Aceh Tamiang.
Wakil Bupsai? sdalah Wakil Bupati Aceh Tamiang,
Sotuan Kerja Perengkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKdialah Sati! kerja Perangkat kabupaten di lingkungan PemcantahKabupaten Aci Tamiang.
Tugas adalah kewajiban yang cirlekat pada auatu jabatan:
Kewonetrger adalah kokumanan yang melekal pada suatu jabatan,
Naskah diras udalah inlermusi tertalis sebagai dal komunikasikecimasan sung dihuat dan alau dikeluarkan uleh pejabat yangbeng 0: lingkungan pemerintah daerah.
Penandatanganan naskah dimas adalah bak, kewnjbarn danLanggurngjata yang ata poda seorang pejabat untuk menandatanganiMaskah dites sosuaj dengan tupas Jun kewenangan pada jabatannya.
Keputusan IIihati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
peorlak buku yang bersifat perwtapan konkrit, individual, dan final.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bapa ini dimaksudkan sebapai dasar hukum begi Wakil
Gupeli melaksunukan tugas dan wowenangnya membantu Bupati dalammenyelengya ken penwantahan,

r
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(4 Peraturan Bupat ini bertujuan untuk mewujudkan efektifilas
ptlaksanaar: lugas dan wcwenang penyelenggaraan urusan
pemerintahan. pembangunan dan kemasyarekatan,

BABI
PELIMPANAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

Pasal 3

iii Wakil Bupati nimpunyai tugas membantu Rupati dalam:L penbelnpkrdan perwrin lahan:
h. Pengoori:basian kegiatan inslansi pemerintah dalam pelaksanaan

syarital Islan
& Penindanlanjutan laporan danfatsu terutan hasil pengawasan aparat

Penpawas
4. pemberdayaan perempuan dan pemucla:
C. pembenslayaan adal:
IL pengupuruan penyombangan kebudayaan:
#. pulestariun ingkungan hidup:
h. pementatun dan evaluusi penyelenggaraan pemenntahah kecamatan,

mukita, san kanipung: dan
IL pelaksanaan tugas Jan Wewenang Buperi apabila Bupati berhalangan.

(2) Lntuk melaksinakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil
Bupati fiberi Ss cwenang untuk :

Wo melaksanakan kiacdinasi pembinaan tan pengawasan,
bh. muluksanaka koordinasi pembinban, pengawasan dah evaluasi

penelonepatdar pemerinkilNan Kevamadran, mukim daa kampung:
C. omglaksenoaan koordinasi pengawasan pelestaran lingkunpan hidup:
d. melakseieken koordinasi evaluasi den penpawasan Gonun Kampunp:
u. merindakianjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dam arXu wmuan Itasil

Penguwasai Aparalur Pengawasan sesuai dengan ketcituaa
perataan perundang Urngan

Lo melaksanakan pemberdayaan dar pembinaan perempuan,
perliralungan anak dan perlindungan tindak kekerasan dalam rumah
Lungo:

&. tielaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan bidang
Kepemudai, parawisate Jan vleh raps:

ht. melaksanakan perdnnyan dan pecmberdayaan bidang Kebudayaan,
kesenian, Sedot Teliadal dan Keistimewaan Aceb

Io metaksagaaa pembiouan dah pemberdayaan perpustakaan dan
Bri

J wlaksargEan pembinaan dan pemberdaysan Lembaga Kelolimewann
Aceh melalui Jalur KISS:

Kk. pengewasan terhadap peryalurbn Peras Miskin, Jaminan Kesehatan
Rakyat Aceh dan baruait untuk anak yatim serta mengkoordir Lim
pena ngpolngan kumniskioan:

Lo penanggung jowab Om pencruban dan peranan dalam Kabupaten
Ame Tauiuang:

Ih. pemankuliks jawab lim penangeulanpat bencana alam, narkoba,
kerapat au tindakan asusita di kalangar rernaja,



A-

Pasal 4

Untuk /menyelenkkarakan wewenangnya, Bupatl mendelepasikan
penandatanganan naskah dinas kepada Wakil Bupati delam bentuk :

8. Keputusan yap bersifat penclapan mengenai pembentukan panitia, tim,
kelompok kerja dan sejenisnya denyan masa berlakunya paling lama 1

Isatu| Tahun
b. Naskah dinas yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat, koordinasi,

monitoring, pengawasan dan eraluasi terkail dengan tugasnya.

Fasal S8

Dalari taclaksanekan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Wak! Bupati bertangpung jawah kepada Bupati dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tupasnya kepada Dupati secara berkala
sekurang-kurankuya 1 (sabu| kali dalam sebulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Feraturan Bupal ini, Keputusan Bupati Aceh Tamiang
Mornor 330 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Acch Tamiang kepada Waki) Bupati Aceh Tamiang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Fasal 7

Peraturan Bupeti Ioi mula: berlaku peda tanggal diundangkan.

Agar soliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang. «

Ditetapkan di Karane Baru
Pada tanggal, Z0 Oktober 2014 M

27 Vawnyiah 3135H

|
BUPATI ACEH TAMIANG,

Panda

Diundangkan di Karang Baru |
HAMDAN SATI

Pada tanggal, 29 Gkhober 2014M
R9 Govibijah 1935H

SEKREFARIS DAERAH
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&KABUPATEN ACEH

RAFUARI


